




1. Dalam penyaluran dana pinjaman anggota Kopkar Caritas yang disalurkan 
kepada Bank terdapat hubungan hukum para pihak yaitu antara Koperasi 
Caritas dengan Bank terdapat perjanjian kemitraan,antara Koperasi Caritas 
dengan anggotanya sebagai calon debitur terdapat hubungan keanggotaan 
seperti yang terdapat dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar Koperasi 
Caritas,kemudian antara anggota Koperasi Caritas dengan Bank terdapat 
hubungan debitu dengan kreditur, dimana anggota Koperasi Caritas 
sebagai debitur berkewajiban untuk melakukan prestasi(membayar hutang) 
dan Bank berhak atas prestasi yang diberikan oleh anggota Koperasi 
Caritas(menerima pembayaran atas hutang debitur). 
2. Dalam pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas yang 
diperoleh dari Bank, Kopkar Caritas berposisi sebagai fasilitator dan 
verivikator. Antara bank dengan debitur terdapat hubungan pinjam-
meminjam yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit,sedangkan 
antara bank dengan koperasi terdapat hubungan hukum kemitraan yang 
didasari oleh perjanjian kerjasama, dan diantara koperasi dengan 
anggotanya terdapat hubungan hukum keanggotaan yang didasari Pasal 17 








Untuk mengurangi resiko kerugian yang dapat dialami oleh Bank 
yang dapat timbul apabila anggota Kopkar Caritas (debitur) tidak 
menjalankan kewajibannya sebagai debitur, maka dalam persyaratan 
pinjaman anggota kepada Bank melalui Kopkar Caritas tersebut dapat 
ditambahkan dengan jaminan kebendaan, hal ini dilakukan untuk 
mewujudkan keamanan terhadap transaksi simpan pinjam dan 
memberikan kepastian hukum bagi pihak Bank sebagai kreditur mengingat 
ketentuan Pasal 1340 yang menyebutkan bahwa perjanjian hanya mengikat 
para pihak yang membuatnya. 
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kopkar Caritas dengan 
Bank akan semakin jelas antara Hak dan Kewajiban para pihaknya apabila 
perjanjiannya dibuat dengan akta notaris, mengingat bahwa akta bawah 
tangan memiliki kelemahan, akan tetapi, akta di bawah tangan juga dapat 
disebut sebagai akta otentik apabila akta tersebut diakui oleh para 
pembuatnya ditambah lagi melalui pengesahan (legalisasi) dan 
pendaftaran (waarmerking) pada pejabat notaris. Hal ini dimungkinkan 
oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 
mengatur tentang kewenangan notaris, yang salah satunya adalah 
membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 
khusus. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan 
antara Kopkar Caritas dengan Bank yang telah didaftarkan tersebut akan 
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